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PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan No. 1, Telepon (0362) 21985

SINGARAJA
Singaraja ,2 Maret 2021
Nomor : 700/ 131 /itda/2021 Kepada
Lampiran : 1 (satu) gabung. Yth. 1. Bapak Bupati Buleleng,
Perihal :  Penyampaian LHKPN, 2. Bapak Wakil Bupati Buleleng,

3. Para Staf Ahli Setda Kab. Bl
4. Para Pimpinan SKPD Lingkup
Pemerintah Kabupaten Buleleng.

di-
Singaraja.

Sesuai Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun
2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendadaftran, Pengumuman dan Pemeriksaan
Harta Kekayaan Pemyelenggara Negara ( Peraturan KPK NO 02 Tahun 2020)
Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai penyempurnaan atas tata cara
pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut mengingat batas waktu
penyampaian LHKPN tahun 2020 berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 , maka
dengan ini dimohon kepada wajib lapor LHKPN untuk segera menyampaikan /
memginfut laporan melalui aplikasi E-LHKPN.

Demikian disampaikan untuk makium .
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- NIP. 19670710 199203 1 014
Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPK RI di Jakarta, untuk makium.

2. Arsip.



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 700/ 149 HK/2020

TENTANG

PEJABAT WAJIB
LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

Menimbang ! a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-
Undang ini mulai berlaku setiap Penyelanggara Negara
harus  melaporkan dan mengumumkan  harta
kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan
terhadap kekayaan sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Pejabat
wajib lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

: c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
\ dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Wajib
£ Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Tingkat 11 Dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara
Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

r‘-




Memperhatikan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4150);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135};

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/03/M.PAN/01/2005
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara,;

 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/05/M.PAN/04/2006
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

_ Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/01/M.PAN /0172008
tentang Peningkatan Ketaatan Lapor Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawail
Negeri Dalam Jabatan;

!




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

3. Surat Edaran Mentert Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas
Ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

6. Surat Edaran Menteri Dalam  Negeri  Nomor
700/1590/SJ pada tanggal 28 April 2016 tentang
Penegasan Kembali Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintahan Daerah;

7. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis
Penyampaian dan Pengelolaan Lapor Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

Pejabat Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, yang
nama-namanya Ssebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini;

Pejabat Wajib Lapor sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU wajib mengisi formulir/blangko E-LHKPN
dan menyetor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia di Jakarta;

Bagi Pejabat yang tidak melaporkan Harta Kekayaannya,
akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

a\t.




KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada

f

ditetapkan.

tanggal

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka
Keputusan Bupati Buleleng Nomor 700/746/HK/2019
tentang Pejabat Wajib Lapor Kekayaan Penyelenggara
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja
| Saiinan Sesuai Dengan Aslinya pada tanggal 4 Marer 2021
Mepala Bagian Hukum B,

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

O oHems o

10.

12.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
Ketua KPK di Jakarta;

Gubernur Bali di Denpasar;

Bupati Buleleng;

Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;

Wakil Bupati Buleleng;

Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;

Inspektur Kabupaten Buleleng;

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Buleleng;

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;

Yang Bersangkutan: dan

Arsip.
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